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•	 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang pengendalian konsumsi gula, garam, 
dan lemak (GGL) memerlukan pedoman teknis label gizi pada bagian depan kemasan (front-of-pack 
nutrition labeling atau FoPNL) yang tegas. Pedoman ini harus memprioritaskan kesehatan masyarakat 
dan dievaluasi secara bertahap.

•	 Penggunaan label peringatan (warning label) interpretatif disarankan karena telah terbukti efektif 
dari sudut pandang kesehatan masyarakat di negara-negara berpendapatan menengah, seperti Chili, 
Meksiko, Peru, dan Uruguay.

•	 Pedoman teknis FoPNL juga perlu mempertimbangkan pendekatan pengaturan bersama (koregulasi) 
dalam transisi ke skema FoPNL wajib, meningkatkan literasi gizi konsumen, dan mengharmoniskan 
pengaturan tata kelola antar kementerian dan lembaga di sektor pangan.
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Latar Belakang
Baru-baru ini, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024—peraturan pelaksana 
dari Undang-Undang (UU) No. 17/2023 tentang Kesehatan (Omnibus Law Kesehatan). Peraturan ini memperjelas 
ketentuan bagi produk pangan untuk mematuhi batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak (jenuh) 
(GGL), termasuk sanksi bagi pelanggaran. Langkah ini bertujuan memperkuat Peraturan Menteri Kesehatan 
(Permenkes) No. 30/2013 yang mewajibkan pencantuman informasi kandungan GGL serta menetapkan batas 
konsumsi harian yang direkomendasikan, yaitu 50 g/hari untuk gula, 5 g/hari untuk garam, dan 67 g/hari untuk 
total lemak dalam produk pangan olahan dan siap saji. Meski PP No. 28/2024 memperkenalkan kebijakan-
kebijakan baru untuk mengendalikan konsumsi produk dengan kandungan GGL berlebihan, masih banyak aspek 
yang baru akan diperjelas dalam peraturan pelaksananya. 

Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah menggodok rancangan peraturan1 untuk 
menerapkan sistem pelabelan Nutri-Level2 secara bertahap. Sistem ini sedang dalam tahap uji coba, khususnya 
untuk minuman siap saji yang mengandung GGL dan masuk dalam Level C dan D (BPOM, 2024a). Rancangan 
peraturan tersebut juga mewajibkan pencantuman Nutri-Level dan logo Pilihan Lebih Sehat (Healthier Choice 
Logo atau HCL3) pada kemasan produk, sejalan dengan tren global yang makin banyak mewajibkan penyertaan 
label gizi pada bagian depan kemasan (front-of-pack nutrition labeling atau FoPNL). 

Ringkasan kebijakan ini menyuguhkan serangkaian rekomendasi untuk pedoman implementasi FoPNL di 
Indonesia, dengan mengacu kepada PP No. 28/2024 dan peraturan-peraturan BPOM, serta memetik pelajaran 
dari negara-negara lain (Gambar 1).

1 Jika disahkan, Rancangan Peraturan tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan akan mencabut sekaligus menggantikan tiga kerangka 
regulasi utama yang mewajibkan pencantuman informasi nilai gizi pada label produk, yaitu Peraturan BPOM No. 9/2016 tentang Acuan Label Gizi; 
Peraturan BPOM No. 16/2020; dan Peraturan BPOM No. 26/2021 (yang memiliki judul sama dengan rancangan peraturan).
2 Sistem pelabelan Nutri-Level Indonesia mirip dengan model Nutri-Grade (Singapura) dan Nutri-Score (Eropa). Sistem ini terdiri atas empat tingkatan: 
A, B, C, dan D, di mana Level A mengandung kadar GGL terendah dan Level D mengandung kadar tertinggi.
3 HCL adalah simbol yang menandakan bahwa suatu produk makanan atau minuman memenuhi kriteria gizi dari otoritas kesehatan nasional dan/atau 
regulator sektor pangan.

Gambar 1.
Kebijakan FoPNL di Berbagai Negara

Source: The Food Marketing Institute (2023).
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Pembelajaran dari Kebijakan FoPNL di
Berbagai Negara
Penyakit tidak menular (PTM)—termasuk penyakit kardiovaskular (35%), penyakit pernapasan kronis (5,25%), 
kanker (​​3,60%), dan diabetes (2,83%)—terus meningkat di Indonesia dan menjadi penyebab utama kematian 
secara global (Institute for Health Metrics and Evaluation, 2021). Pola makan yang buruk, terutama konsumsi GGL 
berlebihan, menjadi faktor utama yang memicu peningkatan kasus PTM. World Health Organization (WHO) dan 
berbagai lembaga kesehatan lainnya—seperti Pan American Health Organization (PAHO) serta European Food 
Safety Authority (EFSA)—melihat sistem FoPNL sebagai bagian dari strategi pencegahan PTM yang efektif. FoPNL 
memudahkan konsumen dalam memahami informasi gizi secara cepat, baik melalui ringkasan kandungan utama 
dalam deklarasi gizi (seperti kandungan energi, lemak, gula, dan garam) maupun kualitas gizi produk secara 
keseluruhan melalui simbol, huruf, atau kode warna yang berbasis bukti ilmiah (WHO, 2019).

Tabel 1.
Penerapan Label Gizi pada Bagian Depan Kemasan di Berbagai Negara,

Termasuk Skema Wajib yang Dominan di Negara-Negara Berpendapatan Menengah

 Label Kandungan Gizi Logo Pilihan Sehat
Indikator Gizi 
Keseluruhan

Label Peringatan

Sistem Rating

Menggunakan 
informasi numerik 

untuk menunjukkan 
kandungan gizi 

sebagai persentase 
dari asupan 
harian yang 

direkomendasikan 
tanpa memberikan 
penilaian kualitas.

Menggunakan warna, 
kata, dan/atau 

simbol untuk menilai 
kadar gizi dalam 

produk makanan dan 
minuman.

Menggunakan simbol, 
kata, dan warna untuk 
menunjukkan pilihan 

yang lebih sehat 
secara keseluruhan 

dalam kategori 
tertentu.

Menggunakan sistem 
berjenjang (kombinasi 

kata dan warna) 
untuk menilai tingkat 

kesehatan produk 
makanan, minuman, 

minyak, dan susu 
secara keseluruhan.

Menggunakan 
simbol, kata, dan/
atau warna untuk 
memperingatkan 

konsumen tentang 
kadar tinggi suatu 

nutrien (contoh: 
gula, garam, lemak 

jenuh) dalam produk 
makanan.

Contoh 
Ilustrasi

Acuan Asupan
(Uni Eropa)

 
Ikon Energi (Malaysia)

Label Lampu Lalu 
Lintas (Ekuador)

Label Lampu Lalu 
Lintas Multiwarna 

(Inggris)

Nordic Keyhole 
(Denmark, Lithuania, 
Norwegia, Swedia)

Logo Pilihan Lebih 
Sehat

(Ceko, Polandia, 
Indonesia)

Nutri-Score (Belgia, 
Prancis, Jerman, 

Spanyol) dan Nutri-
Level (Indonesia)

Peringkat Bintang 
Kesehatan (Australia, 

Selandia Baru)

Label Peringatan 
Tanda Stop (Chili)

Kaca Pembesar 
(Brasil)

Negara dengan 
Regulasi Wajib

Thailand
Ekuador, Finlandia, 
Republik Islam Iran, 
Meksiko, Sri Lanka 

- -
Chili, Peru, Uruguay, 
Meksiko, Argentina

Negara dengan 
Regulasi 
Sukarela

Uni Eropa, Malaysia, 
Filipina

Korea Selatan, 
Inggris

Belgia, Brunei 
Darussalam, Kroasia, 

Ceko, Denmark, 
Finlandia, Islandia, 

Indonesia, Lithuania, 
Malaysia, Nigeria, 

Norwegia, Polandia, 
Singapura, Slovenia, 
Swedia, Thailand, Uni 
Emirat Arab, Zambia

Australia, Belgia, 
Prancis, Jerman, 

Indonesia, 
Luksemburg, Selandia 

Baru, Belanda, 
Spanyol

Kanada, Kolombia, 
Brasil, Venezuela

Sumber: Dikompilasi dari UNICEF (2022b) dan World Obesity Federation (2019), dengan modifikasi oleh penulis.
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Sebanyak 32 negara telah mengadopsi empat jenis FoPNL berdasarkan kebutuhan kesehatan masyarakat dan 
iklim regulasinya masing-masing, yaitu label kandungan gizi, logo pilihan sehat, indikator gizi keseluruhan, dan 
label peringatan (warning label) (UNICEF, 2022a) (Tabel 1). Di negara-negara berpendapatan menengah, label 
peringatan terbukti lebih efektif dalam memengaruhi preferensi dan kesadaran konsumen.

Sebagian besar inovasi kebijakan pada 2021 di bidang ini berfokus pada label peringatan, seperti peringatan 
berbentuk tanda stop yang menunjukkan kadar tinggi kandungan tertentu, dan indikator gizi keseluruhan, seperti 
sistem penilaian spektrum interpretatif, khususnya Nutri-Score (Tabel 1). Bukti di berbagai negara menunjukkan 
bahwa label peringatan lebih efektif membantu konsumen dalam mengidentifikasi produk dengan kandungan 
tidak sehat yang tinggi daripada Label Lampu Lalu Lintas (Traffic Light Labels atau TLLs), Pedoman Jumlah Harian 
(Guideline Daily Amounts atau GDAs), Nutri-Score, dan Peringkat Bintang Kesehatan (Health Star Ratings atau 
HSRs) (Arrúa et al., 2017; UNC, 2020; Peters & Verhagen, 2024). Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, label 
peringatan juga terbukti sangat efektif di Chili, Meksiko, Peru, dan Uruguay (PAHO, 2020). 

Chili4 menjadi negara pertama yang menerapkan label peringatan pada bagian depan kemasan dan telah 
melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem ini. Makanan dan minuman kemasan yang tidak memenuhi 
kriteria gizi tertentu wajib mencantumkan label peringatan pada bagian depan kemasan. Berbeda dengan sistem 
FoPNL lainnya yang menilai produk berdasarkan spektrum “tidak sehat” hingga “sehat”, label peringatan hanya 
ditempel pada produk dengan risiko gizi tertinggi (Taillie et al., 2020). Selain itu, label peringatan mencegah potensi 
efek “health halo”5, di mana konsumen menganggap produk dengan skor positif lebih sehat dan mengonsumsinya 
secara berlebihan, padahal termasuk makanan ultraproses (UNC, 2020; UNICEF, 2021). 

Sistem Nutri-Level yang dikembangkan BPOM merupakan langkah maju dalam kebijakan FoPNL Indonesia. 
Namun, keefektifannya masih menjadi perdebatan. Sistem ini, yang mengadopsi konsep Nutri-Grade Singapura 
dan Nutri-Score Uni Eropa, menghasilkan dampak yang bervariasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa, 
meski meningkatkan kesadaran, sistem ini tidak serta-merta mendorong perubahan perilaku konsumen secara 
signifikan. Pasalnya, sistem penilaian berbasis warna kerap dianggap terlalu kompleks oleh konsumen sehingga 
kurang efektif dalam menyampaikan peringatan (Bramante, 2023; Paganini, 2023; Peters & Verhagen, 2024; 
Skretkwoicz & Perret, 2023; Shin et al., 2023). 

Sementara itu, label kandungan gizi, seperti Acuan Asupan (Reference Intake) atau GDA dinilai kurang efektif 
dalam meningkatkan kesadaran konsumen (UNICEF, 2022a). Dengan desain monokrom serta penggunaan angka 
dan persentase, label-label ini tidak secara eksplisit menilai apakah suatu produk tergolong sehat atau tidak. 
Kendati demikian, sistem ini masih banyak digunakan dan sering kali lebih disukai industri karena memungkinkan 
fleksibilitas dalam pemasaran produk. Produsen dapat menyoroti kandungan nutrisi yang bermanfaat sehingga 
produknya terlihat lebih sehat (contoh: serat dan protein), sementara kandungan yang kurang sehat tidak terlalu 
ditonjolkan (contoh: gula dan lemak).

Laporan dari Health Evidence Network, yang menganalisis data dari 15 negara di kawasan Eropa WHO, 
menyimpulkan bahwa sistem FoPNL yang efektif harus (1) bersifat wajib, (2) menyertakan penilaian negatif, serta 
(3) konsisten, diatur pemerintah, dan berlaku untuk semua produk. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam 
membantu konsumen membuat pilihan yang lebih sehat (Kelly & Jewell, 2018). Sebaliknya, sistem pelabelan 
yang bersifat sukarela dapat menciptakan berbagai variasi logo dan label. Hal tersebut akan membuat konsumen 
bingung dan justru mengurangi keefektifan label. Label sukarela juga sering dicantumkan bersama dengan klaim 
nutrisi atau klaim kesehatan lainnya yang kian membingungkan konsumen (Advocacy Incubator, 2024). Tren terkini 
menunjukkan bahwa jumlah negara yang menerapkan kebijakan FoPNL wajib makin bertambah. Setidaknya sudah 
ada sepuluh negara yang mengadopsi kebijakan tersebut—dipelopori oleh Chili pada 2012 hingga Argentina pada 
2021. Penerapan wajib FoPNL akan memastikan bahwa label didesain dengan mengutamakan konsumen, bukan 
sekadar menguntungkan industri makanan (UNICEF, 2021).

4 Undang-Undang Pelabelan dan Periklanan Pangan (Food Labeling and Advertising Law) Chili 2016 mewajibkan label peringatan pada produk yang tidak sehat, 
membatasi pemasaran untuk anak di bawah usia 14 tahun, serta melarang makanan tidak sehat di sekolah dan tempat penitipan anak. Satu tahun setelah UU 
tersebut diberlakukan, jumlah pembelian produk sasaran menurun, disertai pengurangan kandungan energi, gula, dan sodium berkat upaya reformulasi industri.
5 “Health halo” merujuk kepada fenomena ketika konsumen menganggap suatu produk lebih sehat daripada yang sebenarnya karena aspek positif tertentu atau 
klaim produsen. Sebagai contoh, sebuah makanan dilabeli sebagai produk “organik”, “tinggi kalsium”, “rendah lemak”, dan “bebas gluten”. Alhasil, konsumen 
percaya bahwa produk tersebut sehat meski mengandung gula, sodium, dan bahan kurang sehat lainnya dalam kadar yang tinggi. Hal ini dapat menyesatkan 
konsumen dan membuat mereka mengambil keputusan yang kurang tepat.
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Tantangan dalam Penerapan FoPNL di Indonesia
Terdapat empat tantangan utama dalam pendekatan Indonesia terhadap label gizi pada bagian depan kemasan, 
yakni ambiguitas skema pelabelan ganda, tata kelola kelembagaan, kepatuhan UMKM dan industri rumah tangga, 
dan penolakan dari industri besar.

Ambiguitas skema pelabelan ganda 
Pertama, regulasi FoPNL yang kini berlaku masih ambigu karena ada dua skema pelabelan yang berlaku. Pada 
2019, Pemerintah Indonesia memperkenalkan HCLt6 sebagai sistem FoPNL pertama di negara ini. HCL bersifat 
sukarela dan bertujuan membantu konsumen memilih produk yang lebih sehat dalam kategori tertentu. Pada 
2021, BPOM, lembaga yang memperkenalkan inisiatif ini, memperluas cakupan HCL ke 20 jenis pangan olahan, 
termasuk produk roti dan camilan siap makan (BPOM, 2019). Pada pertengahan 2024, BPOM mengajukan 
rancangan peraturan tentang FoPNL yang memperkenalkan Nutri-Level, sebuah sistem penilaian interpretatif 
yang saat ini sedang diujicobakan (BPOM, 2024b). Regulasi ini akan mewajibkan penerapan sistem tersebut pada 
produk-produk minuman tertentu dalam waktu 18 bulan setelah resmi diberlakukan, atau sekitar pertengahan 
2026 (USDA, 2024). Setelah diterapkan sepenuhnya, peraturan ini akan merevisi tiga peraturan besar BPOM7 dan 
mewajibkan pencantuman FoPNL di industri pangan (Gambar 2). Keberadaan dua sistem FoPNL yang berlaku 
secara bersamaan dapat menimbulkan ambiguitas dan menghambat keefektifan penerapannya. 

6 Meski mendapat sambutan positif, sebuah studi oleh Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) mengungkap bahwa makanan dan minuman yang memenuhi 
syarat HCL tidak selalu mendapatkan skor yang sama baiknya dalam sistem penilaian gizi lainnya, seperti Healthy Star Rating Australia (AHSR), Multiple Traffic 
Light Inggris, Kantor Regional Asia Tenggara (South-East Asia Regional Office atau SEARO) WHO, dan PAHO (lihat Lampiran).
7 Peraturan BPOM No. 9/2016 tentang Acuan Label Gizi; Peraturan BPOM No. 16/2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang 
Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan Peraturan BPOM No. 26/2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (Hukum Online, 2024).

Gambar 2.
Perkembangan Kebijakan Terkait Pelabelan Produk Makanan dan FoPNL di Indonesia

PP No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan
Menetapkan aturan pelabelan dan periklanan makanan di 
Indonesia, mewajibkan label untuk menyertakan perincian 
produk (seperti bahan, berat, kedaluwarsa, dan gizi), serta 
melarang klaim terkait kesehatan yang menyesatkan dalam iklan.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 
No. 30/2013 tentang Pencantuman Informasi 
Kandungan GGL serta Pesan Kesehatan untuk 
Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji (sebagaimana 
telah diubah oleh Permenkes No. 63/2015)
Mewajibkan produsen makanan olahan untuk menyertakan 
informasi tentang kandungan GGL serta peringatan kesehatan 
berbunyi “Konsumsi gula lebih dari 50 g, natrium lebih dari 
2.000 mg, atau lemak total lebih dari 67 g per orang per hari 
berisiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung.”

Peraturan BPOM No. 22/2019 tentang Informasi 
Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (sebagaimana 
telah diubah oleh Peraturan BPOM No. 26/2019)
Sebagai peraturan pelaksana dari Permenkes No. 30/2013, 
Peraturan BPOM ini menetapkan persyaratan bagi para pelaku 
usaha untuk mencantumkan informasi nilai gizi pada label 
semua pangan olahan yang mereka produksi/distribusikan.

UU No. 18/2012 tentang Pangan
UU ini menetapkan kerangka hukum yang mengatur seluruh 

aspek pangan, termasuk (1) perencanaan, (2) ketersediaan, 
(3) keterjangkauan, (4) gizi dan konsumsi, (5) keamanan, 
(6) pelabelan dan periklanan, (7) pengawasan, (8) sistem 

informasi, (9) penelitian dan pengembangan, (10) kelembagaan, 
(11) partisipasi masyarakat, dan (12) penegakan hukum.

Peraturan BPOM No. 31/2018 tentang Label 
Pangan Olahan (sebagaimana telah diubah 

oleh Peraturan BPOM No. 20/2021 dan 
selanjutnya oleh Peraturan BPOM No. 6/2024)

Peraturan BPOM No. 31/2018 dan revisinya adalah 
peraturan utama terkait pelabelan pangan olahan di 
Indonesia. Peraturan ini juga memperkenalkan logo 

Pilihan Lebih Sehat, label FoPNL pertama di Indonesia. 

PP No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan 
UU No. 17/2023 tentang Kesehatan

Peraturan ini mengonsolidasikan 31 peraturan kesehatan 
yang sudah ada, dengan tujuan memperkuat sistem 

kesehatan di Indonesia. Peraturan ini juga menetapkan 
ketentuan mengenai pesan kesehatan GGL dan pencantuman 
FoPNL pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji.

Sumber: Dikompilasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
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8 Pendekatan koregulasi adalah kemitraan kolaboratif antara pemerintah (otoritas regulator) dan pemangku industri (seperti pelaku usaha, asosiasi 
pengusaha, dan konsumen) untuk menetapkan serta menegakkan kebijakan dan peraturan kesehatan. Pendekatan ini menggabungkan pengawasan 
regulasi dengan regulasi mandiri agar kedua pihak dapat berbagi tanggung jawab demi mencapai tujuan kesehatan masyarakat (Martinez, 2007).

Tata kelola kelembagaan
Tantangan kedua berkaitan dengan tata kelola. Lanskap regulasi pangan dan gizi di Indonesia menunjukkan 
adanya potensi tumpang tindih antara beberapa lembaga utama yang terlibat. Badan Gizi Nasional (BGN) yang 
baru dibentuk bertujuan meningkatkan gizi masyarakat untuk kesehatan publik. Namun, kewenangannya dapat 
bersinggungan dengan BPOM, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)—
yang masing-masing memiliki peran dalam keamanan pangan, gizi, dan kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, 
BPOM meregulasi standar keamanan dan pelabelan pangan, sementara Kemenkes menetapkan pedoman gizi. 
Hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan pada kriteria FoPNL. Lebih jauh, Bapanas mengawasi distribusi 
dan ketahanan pangan, yang mungkin memiliki prioritas kebijakan berbeda dari pendekatan yang berfokus pada 
kesehatan konsumen. 

Di bawah pemerintahan yang baru, perubahan struktural—terutama pada Bapanas dan dengan dibentuknya 
Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) untuk memimpin transformasi sistem pangan—
berpotensi menambah tantangan dalam penerapan FoPNL. Walaupun peraturan teknis dan peran utama BPOM 
dan Kemenkes terkait pelabelan pangan sudah cukup jelas, masih terdapat ketidakpastian strategis maupun 
sistemik, terutama dalam mengidentifikasi area rawan pangan serta merancang kebijakan-kebijakan konkret 
untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi buruk. 

Kepatuhan UMKM dan industri rumah tangga
Tantangan ketiga adalah biaya kepatuhan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri pangan 
rumahan. UMKM memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini menyumbang 60,5% 
dari produk domestik bruto (PBD) dan menyerap 96,9% tenaga kerja nasional, dengan UMKM di sektor pangan 
mencakup setengah dari 65 juta UMKM yang ada (Sekretariat ASEAN, 2022). Sebagian besar asupan makanan 
masyarakat Indonesia berasal dari produk makanan kemasan dan siap saji UMKM (Andriyani et al., 2024; 
Kementerian Perindustrian, 2024). Meski pencantuman informasi gizi dan FoPNL pada makanan siap saji dapat 
menjadi opsi yang bisa dijajaki, penerapan regulasi yang bersifat wajib tanpa mempertimbangkan ukuran dan 
skala usaha dapat menimbulkan beban kepatuhan yang berat bagi pelaku usaha kecil. Regulasi yang berlaku saat 
ini mewajibkan pencantuman informasi gizi pada produk pangan olahan yang diproduksi UMKM, sebagaimana 
diatur dalam Peraturan BPOM No. 16/2020. Sebuah studi pada 2019 mengungkap bahwa mayoritas UMKM di 
Jakarta (91,6%) dan Semarang (85,7%) kesulitan memenuhi regulasi pelabelan pangan, sebagian besar karena 
kurangnya dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran regulasi, penyediaan sumber daya, dan 
pemantauan (Farida & Ayuningtyas, 2019).

Penolakan dari industri besar
Tantangan keempat adalah kuatnya upaya lobi dari industri pangan. Penolakan dan lobi dari pelaku industri pangan, 
sebagaimana juga terjadi di banyak negara, seharusnya dilakukan secara lebih terbuka dan transparan dalam 
seluruh proses perumusan regulasi serta dikelola secara efektif oleh pembuat kebijakan. Studi menunjukkan bahwa 
pelaku industri sering kali berupaya memengaruhi kebijakan dengan mendorong skema pelabelan sukarela atau 
menegosiasikan kelonggaran standar kepatuhan—sebuah cara untuk menyelaraskan kebijakan dengan kepentingan 
mereka (Pettigrew et al., 2022). Namun, jika upaya tersebut diintegrasikan ke dalam kerangka kerja yang kolaboratif 
dan berbasis pengaturan bersama (koregulasi8), para pemangku kepentingan industri dapat berkontribusi secara 
bermakna dalam mewujudkan tanggung jawab bersama demi mencapai tujuan kesehatan nasional.
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Rekomendasi Untuk Pedoman Implementasi FoPNL 

Untuk meningkatkan keefektifan sistem FoPNL di Indonesia, para regulator utama di sektor pangan perlu 
mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi berikut.

Beralih ke satu skema FoPNL yang seragam: Label peringatan tanda stop 
Saat ini, Indonesia menerapkan dua sistem FoPNL: HCL yang bersifat sukarela dan Nutri-Level yang 
diusulkan sebagai sistem wajib. Keberadaan dua skema ini berpotensi membingungkan konsumen 
maupun pelaku usaha ketika diberlakukan sepenuhnya. Untuk mengoptimalkan manfaat FoPNL sekaligus 
menghindari hambatan perdagangan, WHO dan FAO merekomendasikan penggunaan satu sistem FoPNL 
di setiap negara (FAO & WHO, 2019). Oleh karena itu, BPOM dan Kemenkes, sebagai regulator utama, 
perlu mempertimbangkan transisi ke satu sistem FoPNL, dengan mengutamakan label peringatan tanda 
stop. Bukti dari negara-negara berpendapatan menengah, seperti Chili, Meksiko, Peru, dan Uruguay 
menunjukkan bahwa label peringatan pada bagian depan kemasan memberikan ringkasan informasi yang 
jelas dan langsung mengenai tingkat kesehatan suatu produk. Label ini dapat memberdayakan konsumen, 
mendorong reformulasi produk pangan yang lebih sehat, serta turut menekan angka PTM. Selain itu, label 
FoPNL harus diletakkan pada bagian yang mudah terlihat di depan kemasan. Ukuran dan penempatannya 
perlu diatur secara spesifik dalam peraturan BPOM yang ada (Peraturan BPOM No. 26/2021). Hal ini 
menjadi krusial karena tingkat literasi gizi di Indonesia masih berkembang. 

Mendorong pendekatan koregulasi untuk transisi menuju FoPNL wajib & 
mendukung usaha kecil 
Skema pelabelan wajib sebaiknya dijadikan tujuan akhir yang dicapai melalui penerapan bertahap, 
misalnya dengan memberikan masa transisi bagi seluruh atau sebagian segmen industri, serta memulai 
dari produk dengan risiko kesehatan tertinggi. Implementasi awal dapat difokuskan pada produk dengan 
kandungan GGL tertinggi. Sebagai contoh, BPOM dapat terlebih dahulu mewajibkan pelabelan9 pada 
produk minuman, mengingat Pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan cukai gula yang dapat 
mendukung kebijakan tersebut. Pendekatan koregulasi yang dipimpin pemerintah dapat memastikan 
transisi yang lebih lancar dari skema FoPNL sukarela (yang saat ini berlaku) ke skema wajib. Dalam 
proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan yang relevan—termasuk pelaku usaha, asosiasi industri, 
dan kelompok masyarakat sipil—sangat penting untuk menghasilkan solusi FoPNL yang efektif dan tetap 
menyeimbangkan kepatuhan industri dengan tujuan kesehatan masyarakat. Selain itu, cakupan peraturan 
pelaksana dari PP No. 28/2024 perlu diperluas untuk meliputi industri pangan siap saji dan pangan olahan 
rumahan. Langkah ini sangat penting untuk mendorong peredaran produk dengan kadar GGL lebih rendah. 
Agar tidak terlalu membebani pelaku usaha, khususnya usaha kecil, kebijakan FoPNL wajib harus tetap 
mengedepankan kepentingan kesehatan publik dengan mempertimbangkan fleksibilitas, skema insentif, 
serta implementasi secara bertahap. 

Meningkatkan koordinasi dan pengaturan tata kelola lintas kementerian 
dan lembaga
Kerangka pemantauan dan evaluasi yang kuat dan berkesinambungan sangat penting untuk menilai 
secara rutin dampak dari sistem FoPNL dan peraturan yang ada—seperti Permenkes No. 30/2013 dan 
PP No. 28/2024—serta melakukan penyesuaian berulang kali sesuai kebutuhan. Selain itu, perlu ada 
kejelasan mengenai peran antara BPOM, Kemenkes, Bapanas, BGN, dan Kemenko Pangan agar tidak 
terjadi tumpang tindih tanggung jawab sehingga tata kelola dapat berjalan secara konsisten dan koheren. 

9 Hingga ringkasan kebijakan ini ditulis, BPOM masih menyusun rancangan peraturan untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan di atas. Namun, draf 
akhir dan perincian-perinciannya belum diputuskan.
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Konsultasi rutin dengan pelaku industri dan pemberian insentif yang jelas untuk reformulasi produk juga 
harus diintegrasikan. Upaya ini perlu dilakukan guna meminimalkan penolakan dari pihak industri sembari 
menyelaraskan tujuan kesehatan masyarakat dengan standar kepatuhan yang realistis.

Meningkatkan kesadaran konsumen dan literasi gizi, terutama di 
kalangan remaja
Kesadaran konsumen dan literasi gizi sangatlah krusial untuk penerapan FoPNL yang efektif. Di Indonesia, 
praktik membaca label secara cermat masih jarang dilakukan, terutama di kalangan remaja (Imansari & 
Dini, 2023; Hajijah & Retnaningsih, 2024; Dinisari, 2024). Pelaku usaha harus mencantumkan informasi 
produk yang transparan dan akurat, sebagaimana diamanatkan oleh UU Perlindungan Konsumen (UU 
No. 8/1999). Pasal 4 UU ini menekankan hak konsumen untuk memperoleh informasi gizi yang reliabel 
sehingga mereka dapat membuat pilihan yang tepat. Oleh karena itu, untuk memperkuat keefektifan 
FoPNL, diperlukan inisiatif edukasi dan kesadaran yang tersasar, khususnya di sekolah-sekolah. Inisiatif 
pendidikan tertarget, seperti program Pelajar Peduli Gizi, Saya Pemberani, dan aplikasi Health Heroes 
Nutrihunt, dapat diperluas untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dan kesadaran tentang 
lanskap pangan di sekitar mereka. Dengan demikian, mereka dapat membuat keputusan yang tepat, 
khususnya dalam mengonsumsi pangan olahan yang menjadi bagian besar dari makanan masyarakat 
Indonesia. Gabungan pendekatan antara pelabelan yang efektif dan kampanye edukasi tersasar melalui 
televisi, poster, dan media sosial dapat memaksimalkan keefektifan Nutri-Level dalam mempromosikan 
pilihan yang lebih sehat serta meningkatkan kesehatan masyarakat.
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Lampiran

Lampiran 1.
Produk-Produk Terpilih yang Memenuhi Skor HCL menurut Sistem Penilaian Gizi Lainnya

Sumber: Rimbawan et al. (2022)

Produk Inggris10 SEARO11 AHSR12 PAHO13

Minuman Siap Saji

Susu UHT Frisian Flag Purefarm Rasa Swiss Chocolate 459 mL LLML 0 Bintang 0,5 3 (FS, SF, TF)

Susu Steril Nestle Bear Brand 189 mL MHML 0 Bintang 0,5 4 (FS, F, SF, TF)

Susu Nestle Dancow Forti Gro Rasa Cokelat 110 mL LLML 0 Bintang 0,5 4 (S, FS, F, SF)

Pasta dan Mi Instan

Mi Instan Indofood Supermi Nutrimi Rasa Steak Ayam 80 gr HHMH  3 (F, SF, S) Bintang 0,5  3 (F, SF, S)

Mi Instan Lemonilo Rasa Pedas Korea 85 gr MMLH  1 (S) Bintang 0,5 2 (TF, S)

Mi Instan Lemonilo 80 gr MMMH 3 (F, SF, S) Bintang 0,5 2 (TF, S)

Produk Roti

Biskuit Mayora Roma Marie Gold 240 gr HHMM  4 (F, TS, S, E) Bintang 1,5 3 (FS, F, SF)

Nabati Nextar Brownies Choco Delight 42 gr HHMM  3 (F, TS, E) Bintang 0,5 3 (FS, F, SF)

Camilan Siap Saji

Jack ‘n Jill Piattos Rasa Rumput Laut 11 gr HMLM  3 (F, S, E) Bintang 3 3 (S, F, SF)

Camilan Ekstrudat Oishi Pillows Isi Cokelat 110gr HHHM 2 (F, E) Bintang 0,5 3 (FS, F, SF)

10 L = Rendah, M = Sedang, H = Tinggi, berlaku untuk lemak, lemak jenuh, total gula, dan garam, secara berturut-turut (contoh: LLLL adalah skor terbaik); 
ditunjukkan dalam indikator “lampu lalu lintas” menggunakan warna merah, oranye, dan hijau.
11 Angka antara 0 dan 6 yang menunjukkan tingkat kelebihan total lemak (F), lemak jenuh (SF), total gula (TS), gula tambahan (AS), sodium (S), dan energi 
(E). Tidak semua 18 kategori makanan memiliki batas untuk kelima kandungan gizi dan energi. Semakin kecil kandungan berlebihnya, semakin sehat.
12 Memberikan 1 hingga 5 bintang berdasarkan kadar energi, lemak jenuh, sodium, dan total gula. Semakin banyak bintangnya, semakin sehat.
13 Angka antara 0 dan 5 yang menunjukkan tingkat kelebihan sodium (S), gula bebas (FS), total lemak (F), lemak jenuh (SF), dan lemak trans (TF). PAHO 
hanya menerapkan satu ambang batas untuk setiap kandungan, yang berlaku untuk semua produk. Semakin rendah angkanya, semakin sehat.

Sebagian besar produk minuman dan es krim mendapatkan skor tinggi dalam sistem Multiple Traffic Light Inggris 
dan SEARO, tetapi mendapatkan skor rendah dalam sistem PAHO dan AHSR karena kandungan gula dan lemak 
yang tinggi. Sistem Inggris menerapkan ambang batas yang lebih tinggi untuk gula dan lemak, sementara SEARO 
hanya mempertimbangkan lemak dan gula tambahan. Produk biskuit umumnya melebihi ambang batas dalam 
sistem SEARO dan PAHO, serta mendapatkan skor rendah dalam AHSR akibat tingginya kandungan lemak dan 
lemak jenuh menurut sistem Inggris. Hasil serupa ditemukan pada kategori makanan ringan, yang melampaui 
ambang batas lemak dan gula. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk yang dimaniskan (sweetened) 
melebihi batas aman konsumsi gula. Sementara itu, kategori mi instan dan makanan ringan tidak memiliki skor 
yang dapat dibandingkan secara langsung karena ambang batas natrium yang lebih tinggi dalam pedoman 
Indonesia. Hal ini menjadi perhatian kesehatan masyarakat, mengingat konsumsi natrium yang berlebihan 
berkaitan erat dengan risiko hipertensi (Rimbawan et al., 2022).
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pendidikan terhadap anak-anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan 
operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan berpenghasilan rendah. 

Kesempatan Ekonomi: CIPS mengadvokasi kebijakan yang bertujuan untuk memperluas kesempatan ekonomi dan peluang 
bagi pengusaha dan sektor bisnis di Indonesia, serta kebijakan yang membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Indonesia 
berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih layak dan menciptakan kesejahteraan ekonomi.
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